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ABSTRACT

This study discusses the problems of transmigration land as an object of Agrarian
Reform in Bukit Padi Village and Ulumaras Village, Jemaja Timur District,
Anambas Islands Regency. Agrarian Reform aims to create social justice through
land redistribution, but implementation in transmigration areas often faces
mismatches between land subjects and objects as well as agrarian conflicts. This
study uses a concurrent mixed methods approach by integrating quantitative and
qualitative data to obtain a holistic understanding. Chronological analysis shows
that control and ownership of transmigration land are no longer in accordance with
their original designation, thus hampering regional development. The results of the
land availability study indicate that of the total HPL transmigration, 1,941.15
hectares (57,29%) have the potential to become TORA objects, with the majority
being agricultural and plantation land covering 1,495.45 hectares (53.73%,). The
study's recommendations emphasize the need for restructuring the structure of land
control and utilization through Agrarian Reform mechanisms, with priority on
Other Use Areas (APL) and mechanisms for changing the function of forest areas
in accordance with regulations. These findings are expected to support spatial
planning policies and optimize the use of transmigration land in border areas, while

also strengthening the welfare of transmigrant communities.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan fondasi utama bagi sistem agraria, yang menentukan
tingkat produktivitas, keberlanjutan jangka panjang, serta kesejahteraan petani dan
komunitas pedesaan. Secara umum, sumber daya alam dibedakan menjadi dapat
diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, dan interaksi manusia dengan
sumber daya alam dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas manusia serta upaya
pelestarian sumber daya alam secara luas (Artajaya, 2022). Berlandaskan kerangka
teoretis maupun empirik, tanah dipandang sebagai sumber daya utama yang
menopang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya keagamaan bagi komunitas
agraris. Nilainya melampaui sekadar aspek finansial karena tanah berfungsi sebagai
pemicu mobilisasi modal, penyedia tenaga kerja, serta pembentuk identitas
komunitas; akibatnya, perubahan pola penguasaan tanah secara langsung
memengaruhi struktur sosial pedesaan (Syahyuti, 2016). Secara konsisten,
pandangan ini menegaskan bahwa tanah adalah sumber daya sentral bagi kehidupan
masyarakat agraris, dengan peran ganda sebagai aset ekonomi sekaligus faktor
sosial-budaya (Sulistiyono dkk., 2024). Berbagai kebijakan publik menunjukkan
bahwa perubahan pola penguasaan tanah, termasuk reformasi agraria, berpotensi
memengaruhi pola produksi, akses terhadap sumber daya, serta dinamika
kekuasaan di tingkat desa. Penelitian tentang politik agraria menekankan bahwa
perubahan kepemilikan tanah dapat mengubah struktur pedesaan dan kekuatan
aktor lokal maupun non-lokal (Syahyuti, 2016). Hal ini relevan untuk menjelaskan
bagaimana tanah sebagai sumber daya agraria bisa menjadi inti konflik maupun
solusi pembangunan pedesaan, tergantung pada konteks kebijakan dan

implementasinya.

Reforma Agraria secara global sudah digagas sejak lebih dari 2.500 tahun
yang lalu dimana semboyan /and to the tiller sudah berkumandang sejak tahun 565
sebelum masehi (Wiradi, 2005). Semboyan itu sendiri mempunyai maksud dan

tujuan untuk memberikan hak kepemilikan tanah kepada petani yang sudah



mengelola ataupun sudah menggarap tanah tersebut. Reforma Agraria itu sendiri
sampai dengan pertengahan abad ke-19 masih dikenal dengan sebutan nama
Landreform. Landreform di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria
yang selanjutnya disebut UUPA Nomor 5 tahun 1960. Landreform merupakan
bagian inti dari segala upaya pembaruan agraria di Indonesia dengan tujuan
menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah
khususnya untuk para petani kecil. Reforma Agraria digadang-gandang mencakup
berbagai langkah untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi kepemilikan dan
penggunaan lahan (Prasetyoadi & Fatima, 2024). Pandangan para pengamat hukum
agraria melihat konsepsi reforma agraria selalu mengalami pasang surut perubahan
sejalan dengan perkembangan atau dinamika kapitalistik dan sosialitik dimana hal
tersebut mempengaruhi kebijakan pengaturan masyarakat pada negara-negara

agraris (Kuswahyono, 2024).

Reforma Agraria adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan melakukan
redistribusi lahan untuk memperluas hak atas tanah bagi warga, dengan fokus
menyeimbangkan kepemilikan, akses, dan manfaat serta meningkatkan
kesejahteraan komunitas pedesaan. Pelaksanaan reformasi ini sering menghadapi
tantangan pada aspek kelembagaan, regulasi, dan hak atas tanah, meskipun
sejumlah kajian menunjukkan bahwa reforma agraria berupaya meredistribusi hak
milik dan memperkuat kepastian hukum bagi penerima manfaat (Doly, 2017;
Hamdhani & Hadiyantina, 2025; Salim dkk., 2021; Ramdani, 2020). Reforma
Agraria dalam UUPA melarang penguasaan tanah yang melampaui batas demi
kepentingan umum dimana dijelaskan pada pasal 7 UUPA. Tujuannya adalah agar
mengurangi tingkat ketimpangan pemilikan lahan dan sebagai bentuk menciptakan
keadilan sosial. Bila dilihat dari segi kesejarahannya, dapat ditinjau dari berbagai
buku dengan beragam disiplin pendekatan dan dapat diambil kesimpulan bahwa
sejak beberapa abad silam telah terjadi ketimpangan struktur penguasaan,
pemilikan manusia atas tanah. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan sosial dan
ekonomi antar masyarakat dan permasalahan ini berkelanjutan sampai saat ini.

Reformasi lahan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong redistribusi lahan



dan mengamankan hak-hak kelompok sosial terpinggirkan, akan tetapi tidak selalu

berhasil untuk mencapai tujuan tersebut (Pacheco, 2009).

Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disebut TORA dijelaskan
dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan
reforma agraria, TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara ataupun tanah yang
dikuasai oleh masyarakat yang akan diredistribusikan atau dilegalisasi. Penerima
TORA disebut juga dengan Subjek Reforma Agraria dimana harus memenuhi
persyaratan sebagai penerima TORA. Objek reforma agraria diterangkan dalam
Perpres tersebut diantaranya adalah tanah HGU dan HGB yang telah habis masa
berlakunya, tanah wajib 20% dari luasan bidang HGU, tanah yang berasal dari
pelepasan Kawasan Hutan, tanah negara bekas tanah telantar, tanah penyelesaian
sengketa dan konflik agraria, tanah bekas tambang, tanah timbul, tanah bekas hak
erpacht, tanah bekas partikelir, tanah bekas eigendom, tanah kelebihan maksimum,
tanah absente dan tanah swapraja atau bekas swapraja yang masih tersedia dan
memenuhi ketentuan sebagai objek Redistribusi tanah. Upaya pemerintah dalam
menindak lanjuti TORA dengan memastikan bahwa reforma agraria dapat
dilaksanakan sesuai tujuan sasaran yang ditetapkan (Prasetyoadi & Fatima, 2024).
Sekian banyak objek reforma agraria yang dijabarkan dalam Perpres, penelitian ini

memfokuskan pada objek reforma agraria yang berasal dari tanah Transmigrasi.

Lahan Transmigrasi merupakan salah satu dari kriteria TORA dimana lahan
Transmigrasi banyak sekali mengalami problematika di seluruh Indonesia, padahal
salah satu program unggulan Indonesia pada puluhan tahun ke belakang ialah
program Transmigrasi (Sukarno dkk., 2023). Kontroversi kepemilikan tanah di
daerah transmigrasi maupun kawasan HGU yang berpotensi direlokasi memerlukan
mekanisme penyelesaian yang terpadu, mencakup legalisasi aset dan pembuktian
kepemilikan bagi penerima manfaat. Berbagai kajian menekankan bahwa proses
legalisasi serta redistribusi tanah perlu dipadukan dengan perlindungan hak atas
tanah dan mekanisme partisipasi publik untuk mengurangi konflik yang muncul
(Ramadhan & Octarina, 2022; Nurjihadi, 2019). Problematika yang berlangsung

lama terhadap tanah transmigrasi menyebabkan ketimpangan penguasaan dan



pemilikan tanah di wilayah transmigrasi. Tanah Transmigrasi yang menyisakan
ribuan hektar dengan status tanah Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Departemen
Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Republik Indonesia. Lahan
Transmigrasi tersebut diketahui memiliki Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 28
Tahun 1996. Surat Keputusan HPL Transmigrasi sampai saat ini belum diketahui
nomor SK HPLnya namun informasi terkait SK HPL diketahui diterbitkan pada
tahun 1996 (SK ... /HPL/BPN/96). Lahan tersebut menjadi lahan tidur karena tidak
adanya pemanfaatan dan pembangunan lebih lanjut dengan urun waktu yang sangat
lama. Akibatnya lahan sisa dari tanah Transmigrasi yang biasa disebut dengan lahan
restan sekarang menjadi rebutan masyarakat tanpa kepastian hukum, dan lahan
Permukiman awal penduduk transmigrasi saat ini sudah banyak tidak sesuai antara
subjek dan objek pemilikan tanahnya. Objek reforma agraria yang berasal dari
tanah transmigrasi merupakan kategori TORA yang berasal dari tanah hasil
penyelesaian sengketa termasuk ketidaksesuaian antara subjek dan objek tanah dan
konflik agraria. Dalam Perpres nomor 62 tahun 2023 menegaskan bahwa salah satu
objek legalisasi asset program reforma agraria adalah tanah transmigrasi yang
belum bersertipikat dimana masih banyak persoalan masa lalu yang belum selesai

(Medaline & Moertiono, 2023).

Objek reforma agraria yang berasal dari tanah transmigrasi adalah tanah
yang telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi, tanah yang belum
bersertipikat dan tidak termasuk dalam Kawasan hutan sesuai dengan yang
dijelaskan Perpres 62 tahun 2023. Objek tanah transmigrasi dimaksudkan menjadi
objek legalisaasi asset yang ditetapkan sebagai TORA dan diberikan kepada subjek
reforma agraria melalui mekanisme sertipikasi tanah transmigrasi ataupun
redistribusi tanah. Redistribusi tanah dari hasil penyelesaian konflik agraria pada
lokasi tanah transmigrasi pelaksanaannya tetap memprioritaskan hak transmigran
sebagai subjek reforma agraria. Perlu adanya identifikasi, inventarisasi dan
sinkronisasi data subjek dan objek yang bersumber dari penegasan areal

transmigrasi atau di atas tanah transmigrasi untuk dasar TORA.



Objek transmigrasi yang menjadi lokus dalam penelitian ini terletak di
Kabupaten Kepulauan Anambas. Berlokasi di Pulau Jemaja, khususnya di Desa
Bukit Padi dan Desa Ulumaras, obyek transmigrasi ini terletak di wilayah
perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam. Wilayah perbatasan selama ini
hanya mengedepankan segi keamanan dan kedaulatan wilayah sehingga
pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan
(Daim, 2020). Lokasi Pulau Jemaja pada dasarnya merupakan dataran rendah dan
sangat cocok untuk permukiman dan bercocok tanam. Program transmigrasi
merupakan program pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan
kesejahteraan hidup masyarakat melalui pemindahan penduduk untuk memulai
usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan bidang lainnya
sesuai dengan potensi lokasi transmigrasi (Rachman & Noviarini, 2018). Dalam hal
ini lokasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras memiliki potensi tersebut dan
tersebar disetiap wilayah transmigrasi. Potensi Pulau Jemaja dari segi aspek
lahannya dapat mencetak sawah sebagai bagian sarana pendukung pengembangan

kawasan transmigrasi di kawasan perbatasan (Soewandita, 2018).

Penelitian ini dibuat sebagai langkah awal dalam upaya penyelesaian lahan
Transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat berkontribusi dalam penyelesaian problematika di lokasi transmigrasi, baik
itu terkait dudukan lahan di lokasi transmigrasi maupun terkait ketersediaan lahan

untuk TORA di luar Kawasan hutan.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan

masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana dudukan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras
Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas?
2. Bagaimana ketersediaan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa

Ulumaras di luar Kawasan Hutan?



3. Bagaimana rekomendasi kebijakan penataan spasial untuk permasalahan lahan
Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur

Kabupaten Kepulauan Anambas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian:

a. Mengetahui dudukan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa
Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

b. Menganalisis ketersediaan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa
Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

c. Memberikan rekomendasi kebijakan penataan spasial guna mendukung
optimalisasi pemanfaatan lahan Transmigrasi Desa Bukit Padi dan Desa
Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas

2. Kegunaan Penelitian:

a. Memberikan manfaat akademis, yaitu diantaranya kontribusi secara ilmiah
dalam upaya penataan spasial melalui analisis ketersediaan lahan di luar
Kawasan Hutan dalam optimalisasi pemanfaatan lahan.

b. Manfaat praktis kepada berbagai pihak, seperti:

i. Untuk Pejabat pemangku kepentingan, dalam hal ini didapatkan
rekomendasi analisis penataan spasial yang dapat dilakukan dalam
pertimbangan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan
lahan Transmigrasi.

ii. Sebagai bahan analisis guna memberi rekomendasi dalam penyelesaian

masalah lahan Transmigrasi secara khusus.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mengkaji perihal problematika lahan transmigrasi yang ada di Desa

Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan

Anambas, terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi focus penelitian ini, yakni:

Kronologis, Ketersediaan dan Rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilaksanakan, peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Problematika lahan transmigrasi berawal dari kondisi penguasaan dan
pemilikan tanah yang sudah tidak sesuai dengan semestinya dan adanya
hambatan dalam pembangunan daerah karena mayoritas wilayah desa berada
di atas lahan Transmigrasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis fish
bone untuk mengulik lebih detail bagaimana kronologis terjadinya
permasalahan yang ada pada lokasi transmigrasi. Analisis ini mengidentifikasi
akar masalah secara sistematis dengan unsur SM (Man, Methode, Material,
Mechine and Money) menunjukkan hasil dimana keseluruhan proses
pelaksanaan program transmigrasi masih banyak kekurangan dari setiap
unsurnya. Sehingga penguasaan dan pemilikan lahan transmigrasi saat ini
sudah tidak sesuai dan perlu adanya penataan ulang kembali struktur
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui
mekanisme Reforma Agraria.

Ketersediaan lahan yang berpotensi sebagai objek TORA di lokasi lahan
transmigrasi seluas 3.388 hektar diantaranya merupakan fungsi Kawasan APL
seluas 1.941,15 hektar dengan persentase 57,29%, sedangkan yang tidak
berpotensi diantaranya fungsi Kawasan HL,HP dan HPK seluas 842,14 hektar
dengan persentase 24,86%. Ketersediaan lahan yang ada di HPL transmigrasi
mayoritas merupakan lahan pertanian dan perkebunan seluas 1.495,45 hektar
atau sebesar 53,73% dari keseluruhan lahan yang clean and clear yang dapat

diredistribusikan dan dapat membantu ketahanan pangan masyarakat.
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Sedangkan ketersediaan lahan untuk program PTSL seluas 391,39 hektar
dengan persentase 14,06% dan ketersediaan lahan untuk program pertanahan
lainnya seluas 54,20 hektar dengan persentase 1,95%. Lahan yang tidak
tersedia lainnya merupakan lahan yang sudah bersertipikat dari pembagian
program transmigrasi seluas 450,25 hektar atau sebesar 13,29%, sertipikat
bukan dari pembagian program transmigrasi seluas 138,58 hektar atau sebesar
4,09% dan sisanya merupakan lahan yang saat ini kondisi eksistingnya adalah
laut seluas 15,88 hektar atau sebesar 0,47%.

. Rekomendasi dari hasil analisis potensi lahan trasnmigrasi, peneliti
merekomendasikan bahwa lokasi yang berada di fungsi Kawasan Areal
Penggunaan Lain (APL) dapat segera dijadikan menjadi objek TORA dalam
program Reforma Agraria. Sedangkan lahan transmigrasi yang masuk dalam
Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK)
bisa dijadikan objek TORA dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur
dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini
peraturan yang mengatur tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi
Kawasan hutan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015. Kawasan
Hutan Lindung (HL) dalam lokasi HPL transmigrasi dapat mengalami
perubahan fungsi, tetapi tidak langsung menjadi Areal Penggunaan Lain
(APL). Perubahan HL hanya dapat diubah ke fungsi lain dalam Kawasan hutan
yaitu menjadi Hutan Konservasi atau Hutan Produksi dengan syarat Kawasan
tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai hutan lindung atau Kawasan
tersebut memenuhi kriteria sebagai Hutan Produksi/ Hutan Konservasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam pasal 37 dan pasal
39 pada PP No. 104 Tahun 2015. Begitu pula sama halnya dengan Kawasan
Hutan Produksi (HP) dalam Kawasan HPL transmigrasi juga dapat dilakukan
pelepasan kawasan hutan namun perlu mekanisme perubahan fungsi kawasan
hutan Produksi menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai pasal 43
pada PP No. 104 tahun 2015. Setelah perubahan fungsi Kawasan menjadi hutan

Produksi yang dapat dikonversi, maka pelepasan Kawasan hutan dapat
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dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian terkait problematika tanah transmigrasi di Desa
Bukit Padi dan Desa Ulumaras Kecamatan Jemaja Timur ini, terdapat beberapa

saran dan masukin yang dapat peneliti berikan kepada para pihak, antara lain:

1. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian ATR/BPN perlu terus mendorong penyelesaian problematika
tanah transmigrasi yang ada di seluruh Indonesia agar masalah yang terjadi
pada kawasan transmigrasi tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan
permasalahan baru sehingga akan menumpuk. Perlu adanya koordinasi dan
pembentukan tim terpadu antara instansi terkait untuk percepatan penyelesaian
tanah transmigrasi yang ada di seluruh Indonesia.
2. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas
Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan lebih
meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di unit daerah, baik dari Dinas
Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah
Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa.
3. Untuk Peneliti Berikutnya
Bagi peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih
mendalam terkait hasil dari ketersediaan dan rekomendasi objek TORA pada
lahan transmigrasi. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji bagaimana
penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi dengan mekanisme Reforma
Agraria guma mencapai tujuan dari Reforma Agraria itu sendiri sehingga
pembangunan daerah akan terus berjalan untuk menciptakan pengembangan

wilayah yang adil, tepat sasaran dan berkelanjutan.
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